MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI KOBA
JI. Soekamo Hatta Il, Arung Dalam Koba, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung KAB. BANGKA TENGAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

https://pn-koba.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023

Jumlah 50 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 31
PEREMPUAN : 19

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0

SD:2 Diploma 3:0
NILAI INDEKS SMP: 5 S1:21
SMU : 16 S2:5
3,99 I 99,650/0 Diploma 1:0 S3:1
Pekerjaan PNS: 10 SWASTA: 7

TNI: 0 WIRAUSAHA : 2
POLRI : 2 TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 29

ivaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

-Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 3,900
.Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,960
- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 4,000

indak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
.Indikator Perbuatan Curang

1. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba
menyampaikan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan praktek perbuatan curang berkaitan dengan
pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba dan Ketua Pengadilan Negeri Koba mengingatkan
kembali himbauan Pimpinan Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada badan-badan peradilan dibawahnya untuk tidak melakukan
praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan peradilan.

2. Telah dipasang banner anti gratifikasi di ruang PTSP Pengadilan Negeri Koba, dan di beberapa tempat di Pengadilan Negeri Koba dan
juga di website resmi Pengadilan Negeri koba (https:/pn-koba.go.id/)

Indikator Percaloan

1. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba
menyampaikan kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di
Pengadilan Koba.

2. Ketua Pengadilan Negeri Koba menekankan kepada petugas PTSP agar memberikan layanan sesuai dengan ketentuan SOP Pengadilan
Negeri Koba yang telah ditetapkan.

Indikator Manipulasi Peraturan

Pada rapat PTSP bulan Desember 2023 yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan SOP
(Standar Operasional Prosedur) untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan SOP PTSP dalam
mengeluarkan apa yang menjadi produk layanan pengadilan, dimana dalam SOP-SOP tersebut telah ditetapkan apa saja tahapan yang
dilakukan dalam memberikan pelayanan, dan apa saja syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat
bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

esurvev.badilum.mahkamahaauna.ao.id/index.oho/kontrol ipk/perhitunaan 1M



